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RINGKASAN

Isu paper satellite mencuat setelah adanya penerapan prinsip first comes first
served. Pengajuan penggantian prinsip first comes first served dengan allotment plan
diajukan oleh negara berkembang, dengan harapan allotment plan dapat
mengakomodir negara-negara untuk mendapatkan satu slot orbit GSO, yang
memiliki fungsi sebagai kepentingan negara dalam membantu kemajuan teknologi
telekomunikasi dan penyiaran. Selain allotment plan, diperlukan juga pengaturan
yang jelas dan tegas mengenai unplanned bands yang dimaksudkan sebagai
pencadangan slot orbit GSO, namun disisi lain dapat memberikan peluang kepada
negara untuk dapat mengajukan slot orbit tambahan yang tidak dibatasi jumlah
maksimumnya.

Pengajuan penggunaan slot orbit dengan dasar prinsip unplanned band juga
dipandang sebagai wujud keinginan dari negara-negara non-space power yang
kebanyakan merupakan negara berkembang untuk merealisasikan hak-hak
persamaan (equitable rights), karena ada anggapan bahwa perlindungan terhadap
negara berkembang di bawah ITU sifatnya terbatas, dan dengan demikian negara-
negara seperti itu dapat dengan mudah menjadi korban dari negara-negara space
power yang lebih maju secara teknologi.

Penyelesaian sengketa terhadap kasus paper satellite yang berkaitan dengan
pemanfaatan pada slot orbit GSO akan mengalami tantangan dari mekanisme
penyelesaian yang berbeda-beda digunakan oleh tiap negara, hal ini terjadi karena
tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme baku terkait penyelesaian
sengketa paper satellite pada hukum ruang angkasa, sehingga dalam penyelesaian
kasus paper satellite perlu mekanisme yang disepakati digunakan dalam
menyelesaikan sengketa paper satellite dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta
sesuai dengan aturan dan prinsip hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk
memberikan kejelasan dalam penerapan unplanned band pada penggunaan GSO.
Dengan begitu pemanfaatan ruang angkasa akan lebih adil dalam kebutuhan dan
kepetingan seluruh umat manusia termasuk dalam negara maju maupun negara
berkambang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sengketa, Paper Satellite, Geo Stationary Orbit, hukum ruang angkasa



ABSTRACT

Paper satellite issue surfaced after the implementation of “first comes first
served” principle. An appeal to replace the principle with an allotment plan has
been proposed by developing country in hopes that the plan could accommodate
states to secure a GSO orbit slot, which functions as a nation’s asset to assist the
development of telecommunication and broadcasting technology. In addition to the
plan, it is also needed to implement a clear and firm rule pertaining to unplanned
bands, which is originally meant as a way to backup GSO orbit slots, but on the
other hand, it allows states to propose an unlimited amount of additional orbit slots.

The appeal to use orbital slot by the principle of unplanned band is also
seen as an embodiment of will from non-space power states, which are mostly
developing nations, to realize equitable rights because there are beliefs that
protection of developing nations under ITU is limited, and thus, those nations could
easily fall victim to space power states which are more technologically advanced.

The solution for the paper satellite dispute which is about the abuse of GSO
orbit slot will face challenges in the form of solving mechanism which is different for
each state. This occurs because there is no principle value, norms and standardized
mechanism pertaining to the solving of the dispute in space law. Therefore, to solve
the paper satellite dispute, it is necessary to involve a standardized mechanism
which can solve the dispute and can be a guide that follows the norms and
principles of space law. This must be strengthened to give clarity in the
implementation of unplanned band for GSO utilization. In doing so, the utilization of
space will be fairer in fulfilling the needs and interests for human race for both
developed and developing nations continuously.

Keywords: Dispute, Paper Satellite, Geo Stationary Orbit, Space law
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